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Abstract  Article Info 

Indonesia is a very potential market for the production and 

distribution of halal goods. This is because Indonesia is the largest 

Muslim country in the world. A survey conducted by the 2010 LP-

POM-MUI shows that public awareness of halal products is 

increasing. In 2009 it was 70%, then increased to 92.2% in 2010. 

Thus, halal certification in Indonesia is an obligation that must be 

fulfilled and as a symbol to fulfill the interests of the majority of 

Muslims. This research uses a qualitative approach with the type of 

field research or case studies, where this research looks for facts about 

the community's response to the LP-POM-MUI halal certification 

and its legal implications, the primary data used in this study was 

obtained from public information on the LP halal certification. -

POM-MUI while secondary data is taken from data related to the 

halal supply chain in the form of documents and related books. The 

results of the study show that the public response to halal product 

certification is low due to various factors; First, the factor of religious 

moral belief, because not all Muslims are able to capture and apply 

the revealed text as a living law, so a change in human attitude is 

needed. Second, economic considerations, as the most dominant factor 

for producers and consumers in influencing changes in attitudes 

towards halal product certification. Third, the legal factor. Fourth, 

cultural factors. 
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Abstrak 
 

Informasi Artikel 

Survei yang dilakukan oleh LP-POM-MUI 2010 lalu 

menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk 

halal meningkat. Tahun 2009 adalah sebesar 70%, lalu 

meningkat menjadi 92,2% di tahun 2010. Maka, sertifikasi halal 

di Indonesia adalah sebagai suatu kewajiban yang harus 

dipenuhi dan sebagai simbol untuk memenuhi kepentingan 

mayoritas umat Muslim. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau 

studi kasus, dimana penelitian ini mencari fakta-fakta 

mengenai respons masyarakat  terhadap sertifikasi halal  LP-

POM-MUI dan implikasi hukumnya, data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini didapat dari keterangan 

masyarakat terhadap sertifikasi halal  LP-POM-MUI  

sedangkan untuk data sekunder diambil dari data-data yang 

terkait dengan rantai suplai halal yang berupa dokumen dan 

buku-buku terkait. Hasil Penelitian menunjukan respon 

masyarakat terhadap sertifikasi produk halal rendah akibat 

berbagai faktor; Pertama, faktor keyakinan moral agama, sebab 

tidak semua muslim mampu menangkap dan menerapkan teks 

wahyu sebagai hukum yang hidup (living law), sehingga 

dibutuhkan perubahan sikap manusia. Kedua, faktor 

pertimbangan ekonomis, sebagai faktor yang paling dominan 

produsen dan konsumen dalam memengaruhi perubahan 

sikap terhadap sertifikasi produk halal. Ketiga, faktor hukum. 

Keempat, faktor budaya. 
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Pendahuluan  

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk produksi dan distribusi 

barang-barang halal. Hal ini mengingat bahwa indonesia adalah jumlah umat muslim 

terbesar di dunia. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, 

dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM-MUI) pada 2010 lalu menunjukkan 

bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk halal meningkat (Afronoyati, 2014). Tahun 

2009 adalah sebesar 70%, lalu meningkat menjadi 92,2% di tahun 2010. Maka, sertifikasi halal 

di Indonesia adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan sebagai simbol untuk 

memenuhi kepentingan mayoritas umat Muslim. Kenyataannya, di beberapa usaha label 

halal sangat mudah untuk dipalsukan (Astuti et al., 2020).  

Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi 

melabelkan simbol halal pada produknya. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa 

dirugikan, sehingga MUI pun menetapkan label halal secara resmi. Hal ini mulai diketahui 

publik sejak diterbitkannya Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan 

Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo LP-POM-MUI bernomor surat SK.10/Dir/LP 

POM MUI/ XII/07 tahun 2007 (Agus, 2017). Dalam undang-undang yang menjelaskan 

tentang penetapan sertifikasi halal dinyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap 

produk”, hal ini tentu jadi polemik pada produk yang belum memiliki label halal khsusunya 

pada produk yang terdapat di usaha mikro kecil menengah. Bagi konsumen muslim adanya 

label halal pada kemasan memberi kepastian produk mana saja yang boleh dkonsumsi, yaitu 

produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Keputusan 

konsumen Muslim untuk mengkonsumsi atau tidak produk tanpa label halal merupakan 

hak dari konsumen itu sendiri sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 

2014). 

Artikel ini akan mendeskripsikan respon masyarakat terkait sertifikasi halal yang 

dilakukan oleh LP-POM-MUI, hal ini didasari argumentasi hipotesis bahwa masyarakat 

kurang mengetahui bagaimana proses yang ada dan cara pengolahan yang dilakukan. 

Kenyataanya untuk memproduksi suatu produk halal tidak hanya berdasarkan bahan baku 

saja tapi mulai dari tata cara produksi, pengolahan, tambahan bahan lain ataupun dari segi 

lainnya yang mencakup produksi produk tersebut juga harus bersifat halal dari segi apapun 

(Noordin et al., 2014). Islam mengajarkan bahwa muslim tidak boleh mengonsumsi dan 

memakan produk tertentu karena unsur yang dikandungnya atau proses yang 

mengikutinya (Susanti et al., 2018). 

Tinjauan Literatur 

Respon Masyarakat Atas Label Halal 

Pengertian Respon bermacam-macam tergantung pada cara pandang masing-masing 

para ahli, kendatipun padsa dasarmya pengertian tersebut mempunyai makna yang sama, 

respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, baalsan atau tanggapan (reaction) 

(Mashudi, 2015). Jadi definisi respon adalah berupa tanggapan ,reaksi dan jawaban. Menurut 

Simamora dalam buku kunstruksi hukum menerangkan bahwa, respons adalah reaksi 

konsumen terhadap stimuli tertentu (Xie et al., 2020). 

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa munculnya respons karena diawali adanya 

stimulan yang kemudian ditanggapi sampai muncul keinginan untuk bertindak. Respons 

hanya akan ada bila digambarkan dalam bentuk perilaku lisan dan perilaku perbuatan, 
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kemudian timbulproses evaluasi yang menentukan apakah menerima ataukah menolak 

terhadap objek atau produk yang dihadapi (Zhang et al., 2021). Menurut Steven M. dalam 

buku kunstruksi hukum menjelasakan bahwa respons terbentuk oleh tiga komponen dasar, 

yakni: (Astutik et al., 2021) 

1. Komponen kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan 

dan informasi seseorang mengenai sesuatu. 

2. Komponen Afektif, yaitu respons yang berhubungan dengan emos, sikap dan meniulai 

seseorang terhadap sesuatu. 

3. Komponen Konatif, yaitu respons yang berhubhungan dengan perilaku nyata yang 

meliputi tindakan atau perbuatan. 

Perhatian terhadap perilaku konsumen produk halal merupakan bagian dari penilaian 

pasar yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam industri halal. Selain dari struktur 

industri dan persaingan, serta situasi perekonomian dan kebijakan perdagangan, respon 

konsumen merupakan determinan dalam melihat potensi dan trend (Bian et al., 2022). 

Produk halal merupakan topik penting yang tidak hanya terkait dengan sisi penawaran, 

yakni bagaimana memanfaatkan peluang usaha dan menjadi pemain utama dalam industri 

ini tetapi juga dari sisi permintaan yakni mencakup upaya agar konsumen dapat terpenuhi 

permintaannya sesuai dengan standar halal. Pelaku usaha perlu berupaya untuk 

memberikan produk halal dengan akuntabilitas yang baik dan terverifikasi bagi target pasar 

halal (Soesilowati & Yuliana, 2010). 

Makanan Halal 

Pangan merupakan kebutuhan penting dalam tubuh seorang manusia untuk 

bertumbuh dan mempertahankan hidup (Andriyani, 2019). Keamanan pangan merupakan 

kebutuhan masyarakat yang menjadi sumber energi sehingga melalui makanan yang aman, 

masyarakat akan terlindungi dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya (Supriyadi & 

Asih, 2021). Keamanan pangan pada dasarnya merupakan upaya hygiene sanitasi makanan, 

gizi dan keamanan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan disebut penyehatan makanan 

merupakan upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang dan makanan yang 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan, berkenaan dengan 

keamanan pangan, Islam telah menerapkan kepada umatnya tentang halalan thoyyiban 

(Edison & Lestari, 2020). 

Makanan yang dimakan tidak hanya bernilai enak, namun syariat Islam mewajibkan 

umat muslim untuk mengkonsumsi makanan dengan cara yang halal dan bahan-bahan yang 

halal (Hidayatullah, 2020). Selain halal, yang harus diperhatikan oleh konsumen muslim 

dalam mengkonsumsi makanan, juga haruslah thayyib, artinya pangan tersebut haruslah 

baik dari segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung racun. Persoalan makanan dan 

minuman bagi seorang muslim tidak hanya untuk kepentingan jasmani, namun juga 

menyangkut segi aqidah dan akhlak (Hervina, 2017). Dengan mengkonsumsi makanan dan 

minuman halal diharapkan akan tumbuh generasi yang berakhlak mulia dan terpuji sebagai 

pengendali pembangunan. Seruan Allah mengkonsumsi makanan yang halal, seperti dalam 

Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 88, yang  artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik 

dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.” 

Makanan yang halal menurut syariat Islam merupakan makanan yang diperbolehkan 

untuk dikonsumsi, makanan haram merupakan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi 
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oleh syariat dan berakibat dosa pada pelakunya (Denyingyhot et al., 2021). Pada hakikatnya 

yang menghalalkan dan mengharamkan atas sesuatu hanya Allah SWT (Ali, 2016). Bagi 

seseorang mematuhi kepatuhan ketetapan Allah adalah sebuah bentuk kepatuhan, 

meskipun kepatuhan hanya berdasarkan keyakinan tanpa mengetahui hikmah atas 

ketetapan Allah tersebut. Makanan haram yang dikonsumsi akan mempunyai pengaruh 

yang luas pada aspek kehidupan, diantaranya merupakan dosa, membahayakan tubuh 

yakni dapat merusak pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal, mempengaruhi sifat dan 

perilaku manusia, menjadi sebab ditolaknya amal ibadah dan doa. Oleh karena itulah bagi 

setiap muslim, mencari halal adalah kewajiban sekaligus kebutuhan sebagai perwujudan 

ketaatan manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah yang merupakan manifestasi 

keimanan (Sukoso et al., 2020). 

Sertifikasi Halal 

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan 

produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal, 

di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses sertifikasi halal 

adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan, 

Label Halal merupakan suatu apresiasi yang diberikan kepada produk-produk yang telah 

memenuhi kriteria halal menurut ajaran agama Islam, perusahaan yang telah 

mencantumkan label halal di kemasan produk mereka berarti telah melakukan dan melewati 

proses pelabelan halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) (Busrah, 2019). 

Semua produsen muslim berhak untuk mendaftarkan produk yang dibuat usahanya 

untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar terjamin perlindungan dari Negara. Dalam 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa 

konsumen berhak mendapatkan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

barang atau jasa (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Jaminan penyelenggaraan produk halal 

bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan 

produk pangan. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen 

dari produk-produk pangan yang tidak halal (Asri, 2016). 

Proses pengajuan permohonan sertifikat halal diatur pada Pasal 29-45 UUJPH bahwa 

permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH 

dengan melengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan 

bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. BPJPH menetapkan LPH untuk 

melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan dan pengujian 

kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal (Rakhmawati et al., 2021). Pemeriksaan 

dilakukan pada saat proses produksi sedang berlangsung. Jika pada saat proses pemeriksaan 

ditemukan bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian pada 

laboratorium. Selama proses pemeriksaan pada saat proses produksi, pelaku usaha 

berkewajiban memberikan informasi kepada auditor halal. Pelaku usaha yang telah 

memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk. 

Pencantuman label halal yang tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi administratif 

berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal 

berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan 

komposisi. Sertifikat halal yang telah habis masa berlakunya wajib diperpanjang oleh pelaku 
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usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum 

masa berlaku sertifikat halal berakhir. 

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan 

halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin 

kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya 

produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Berdasarkan data sertifikasi LP-

POM-MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 

59.951 perusahaan. Dari 727.617 produk yang diproduksi dan terdapat 69.985 produk yang 

telah tersertifikasi halal. Hal ini berarti hanya 9,6% produk telah tersertifikasi, sedangkan 

sisanya belum memiliki sertifikat halal (Faridah, 2019). 

Metode, Data, dan Analisis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Priadana & Muis, 2009) Sementara 

untuk jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus (Moleong, 2018) yang 

mana pada pada penelitian ini mencari fakta-fakta mengenai respons masyarakat terhadap 

sertifikasi halal LP-POM-MUI dan implikasi hukumnya, data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini didapat dari keterangan masyarakat terhadap sertifikasi halal  LP-POM-

MUI, sedangkan untuk data sekunder diambil dari data-data yang terkait dengan rantai 

suplai halal yang berupa dokumen dan buku-buku terkait. 

Hasil dan Diskusi 

Respons Masyarakat Terhadap Penerapan Sertifikasi Produk Halal LP-POM-MUI 

Diskursus mengenai respons masyarakat terhadap penerapan sertifikasi produk halal 

LP POM-MUI selalu berkaitan dengan sistem penerapan hukum yang melingkupinya. 

Mengingat pentingnya perhatian terhadap persoalan halal haram, kehalalan suatu produk 

menjadi perhatian dan peraturan yang serius dari codex sebuah organisasi dunia yang 

mengatur sistem perdagangan internasional (Mashudi, 2015). Kehalalan produk makanan, 

minuman, obat dan kosmetika serta lainnya, bukan saja menjadi masalah internal umat 

Islam. Akan tetapi, isu ini telah menjadi bagian penting dalam sistem produksi dan 

perdagangan internasional (Rejeb et al., 2021). Berdasarkan kenyataan tersebut negara-

negara telah menerapkan sistem produksi halal untuk memenuhi pangsa pasar ekspornya 

(Kohilavani et al., 2021). Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim 

tersbesar di dunia perlu memacu diri dalam mengembangkan manajemen dan jaminan 

produk halal, bahkan diharapkan menjadi pelopor terdepan bagi negara-negara muslim. 

Respons Masyarakat Produsen Terhadap Sertifikasi Produk Halal dan Implikasinya 

Menelusuri respons pelaku usaha terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal dan 

implikasinya, sangat penting. Hal ini agar terjadi balance dalam mewujudkan kepastian 

hukum kehalalan suatu produk (untuk masyarakat konsumen), sambil di saat bersamaan 

mengacu pengembangan usaha dan peningkatan profit (untuk masyarakt produsen) (Hasri 

et al., 2016). Dari hasil temuan di lapangan, yaitu tentang usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) AROMA yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal, mengalami 

peningkatan omset secara signifikan pasca melakukan sertifikasi halal pada produknya. 

Dengan kata lain, pelaku usaha merespons baik terhadap keberadan sertifikasi produk halal. 

Sikap antusias para produsen untuk melakukan sertifikasi halal produknya, dilandasi dua 

harapan mendasar bagi kemajuan perusahaannya, yakni: meningkatkan produktivitas di 

pasaran, dan memperoleh keamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan roda 

perusahaan (Mashudi, 2015). 
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Berikut ini respons produsen terhadap sertifikasi halal LP-POM-MUI: Pertama, Owner 

dari UMKM Aroma yaitu Toyibatur Rohmah, UMKM Aroma merupakan sebuah usaha 

mikro kecil dan menengah yang berada di desa Kalibendo, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. 

UMKM Aroma memiliki berbagai produk yang sudah bersertifikat halal seperti dalam 

gambar berikut ini : 

Gambar.1 Produk Roll Sale Pisang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut keterangan narasumber, terjadi penambahan jumlah pesanan yang cukup 

banyak antara sebelum dengan sesudah produk bersertifikat halal dan semakin 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Baginya, sertifikat halal merupakan bukti 

meyakinkan bahwa suatu produk layak dimilikinya sertifikasi halal, perasaannya selaku 

produsen dan konsumen menjadi lebih aman secara hukum dan agama. 

Sertifikasi halal berpotensi menangkal isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi 

penjualan. Sertifikasi halal dinilai tepat untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi 

konsumen yang mayoritas muslim. Keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan adalah 

kepercayaan konsumen berpengaruh pada aspek penjualan. Adanya sertfikat dan label halal 

menyebabkan penjualan meningkat. Jauh lebih mudah masuk ke retail daripada tidak ada 

halalnya. Sistem Jaminan Halal yang diterapkan di sebuah perusahaan merupakan sebuah 

komitmen perusahaan tersebut dalam merespons sertfikasi halal yang dimilikinya (Busrah, 

2019). Upaya untuk memelihara SJH dalah dengan menjaga sistem yang diiringi komitmen 

halal bagi seluruh bagian perusahaan. Auditor internal halal senantiasa mengawasi seluruh 

bagian dan menjadi tukang punggung dalam menjaga jaminan kehalalan. Mulai dari research 

and development (R&D), produksi, distribusi hingga transportasi. Samapai sekarang, halal 

telah menajdi manual mutu dan kebijaksanaan (Rejeb et al., 2021). 

Merespons sertifikat produk halal ini, Sertifikat hanya sebagai bukti, tetapi halal yang 

utama. Sebenarnya sertifikat bukanlah tujuan, tetapi kehalalan itulah yang terpenting. 

Sertifikat memang berfungsi sebagai bukti dari pihak yang berkompeten untuk menyatakan 

produk memang benar-benar halal (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Tetapi, komitmen 

menjaga produk halal dari perusahaan jauh lebih penting dan menentukan, meskipun 

adanya sertifikat halal ditambah dengan SJH nya, sebuah perusahaan bisa saja menunjukkan 

kepada pihak lain bahwa secara formal dan legal perusahaan tersebut sudah diperiksa dan 

terjamin kehalalannya. 

Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Respon Masyarakat 

Respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal rendah akibat berbagai faktor, 

yakni: Pertama, faktor keyakinan moral agama. Kenyataannnya, tidak semua muslim 

mampu menangkap dan menerapkan teks wahyu sebagai hukum yang hidup (living law), 

sehingga dibutuhkan perubahan sikap manusia. Kedua, faktor pertimbangan ekonomi, 
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sebagai faktor yang paling dominan produsen dan konsumen dalam memengaruhi 

perubahan sikap terhadap sertifikasi produk halal. Ketiga, faktor hukum. Pelaku usaha 

harus berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan unit 

usahanya dan beritikad baik terhadap tatanan peraturan hukum. Seperti menggunakan 

bahan baku yang haram menurut agama, menggunakan zat adiktif tanpa prosedur yang 

diperbolehkan, dan lain-lain. Sehingga asas-asas hukum ekonomi yang patut diterapkan 

adalah asas keseimbangan kepentingan, asas keterbukaan dan tanggungjawab, asas 

pengawasan publik, dan asas campur tangan negara. Keempat, faktor budaya. 

Kesimpulan 

Sertifikasi halal berpotensi menangkal isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi 

penjualan. Sertifikasi halal dinilai tepat untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi 

konsumen yang mayoritas muslim. Keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan adalah 

kepercayaan konsumen berpengaruh pada aspek penjualan. Adanya sertfikat dan label halal 

menyebabkan penjualan meningkat. Jauh lebih mudah masuk ke retail daripada tidak ada 

halalnya. Sistem Jaminan Halal yang diterapkan di sebuah perusahaan merupakan sebuah 

komitmen perusahaan tersebut dalam merespons sertfikasi halal yang dimilikinya. Respon 

masyarakat terhadap sertifikasi produk halal rendah akibat berbagai faktor: Pertama, faktor 

keyakinan moral agama. Kenyataannnya, tidak semua muslim mampu menangkap dan 

menerapkan teks wahyu sebagai hukum yang hidup (living law), sehingga dibutuhkan 

perubahan sikap manusia. Kedua, faktor pertimbangan ekonomis, sebagai faktor yang paling 

dominan produsen dan konsumen dalam memengaruhi perubahan sikap terhadap 

sertifikasi produk halal. Ketiga, faktor hukum. Keempat, faktor budaya 
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